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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR KP. 287 /DJPL/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDARISASI PERALATAN
VESSEL TRAFFIC SERVICES (VTS) DAN STASIUN RADIO PANTAI (SROP)
PADA DISTRIK NAVIGASI

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB Il dan BAB
[V Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun
2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran dan dalam
rangka menjamin operasional pelayanan Vessel Traffic
Service (VTS) dan Stasiun Radio Pantai (SROP) pada
Distrik Navigasi yang efektif dan efisien;

b. bahwa dalam rangka menjamin reliabilitas peralatan
Vessel Traffic Service (VTS) dan Stasiun Radio Pantai
(SROP) pada Distrik Navigasi;

c. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang
Petunjuk Teknis Standarisasi Peralatan Vessel Traffic
Services (VTS) dan Stasiun Radio Pantai (SROP) pada
Distrik Navigasi;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 8);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun

2011 tentang Telekomunikasi-Pelayaran;

“Mentaati Poralunan Felayaran Berarli Mendukung Torciplanya Heselamalan Beayar’



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Persyaratan
Teknis Alat dan Perangkat Radar Maritim dan Radar
Surveillance (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1577);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan
Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1142);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi
Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1372);

8. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi
Nomor: 266/DIRJEN/200S5 tentang Persyaratan Teknik
Alat dan Perangkat Radio Maritim;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDARISASI PERALATAN
VESSEL TRAFFIC SERVICES (VTS) DAN STASIUN RADIO
PANTAI (SROP) PADA DISTRIK NAVIGASI.

Menetapkan Petunjuk Teknis Standarisasi Peralatan Vessel
Traffic Service (VTS) dan Stasiun Radio Pantai (SROP) pada
Distrik Navigasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Direktur Jenderal ini.

Petunjuk Teknis Standarisasi Peralatan Vessel Traffic Service
(VTS) dan Stasiun Radio Pantai (SROP) pada Distrik Navigasi
digunakan untuk menjamin keseragaman peralatan Vessel
Traffic Service (VTS) dan Stasiun Radio Pantai (SROP) pada
Distrik Navigasi, agar dapat meningkatkan keselamatan dan
keamanan pelayaran serta sebagai pedoman dalam
perencanaan pengadaan peralatan Vessel Traffic Service
(VTS) dan Stasiun Radio Pantai (SROP) pada Distrik Navigasi.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pengadaan peralatan Vessel Traffic Service (VTS) dan Stasiun
Radio Pantai (SROP), dapat dilakukan melebihi standar yang
ditentukan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, setelah
dilakukan kajian penilaian analisa resiko (risk assessment)
oleh Direktorat Kenavigasian, sesuai dengan ketentuan
International Maritime Organization (IMO) SN.1/Circ.296 on
Risk Evaluation, as amended, dan International Association of
Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA)
Guideline 1018 on Risk Management, as amended, serta IALA
VTS Manual, as amended.

Direktur Kenavigasian melakukan pembinaan terhadap
pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.

R. AGUS H. PURNOMO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

N DO o e

Menteri Perhubungan;

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;

Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan;

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
Para Kepala Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
Para Kepala UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Salifian sesuai aslinya,

~ HASAN BASRI, SH, M.MTr

/ i@?ﬁtﬁ»-ﬁa@;ﬁm HUKUM DAN KSLN

_Pémbina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630606 199103 1 004



Lampiran

Keputusan Direktur Jenderal

Perhubungan Laut

Nomor : KP.287 | DJPL 2020

Tentang : Petunjuk Teknis
Standarisasi  Peralatan
Vessel Traffic Services
(VTS) dan Stasiun Radio
Pantai (SROP) pada
Distrik Navigasi

PETUNJUK TEKNIS STANDARISASI PERALATAN
VESSEL TRAFFIC SERVICES (VTS) DAN STASIUN RADIO PANTAI (SROP)
PADA DISTRIK NAVIGASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. Ruang Lingkup

Standarisasi ini meliputi: ruang lingkup, definisi, singkatan dan
standarisasi teknis peralatan Vessel Traffic Service (VTS) dan standarisasi
teknis peralatan Stasiun Radio Pantai (SROP).

Perangkat radio maritim harus memenuhi ketentuan internasional yaitu
International Maritime Organization (IMO), International Telecommunication
Union (ITU), International Electrotechnical Commission (IEC), Safety of Life at
Sea (SOLAS), dan International Association of Marine Aids to Navigation and

Lighthouse Authorities (IALA).

B. Definisi

1. Vessel Traffic Service yang selanjutnya disingkat VTS adalah pelayanan
lalu lintas kapal di wilayah yang ditetapkan yang saling terintegrasi dan
dilaksanakan oleh pihak yang berwenang (Menteri Perhubungan) serta
dirancang untuk meningkatkan keselamatan kapal, efisiensi bernavigasi
dan menjaga lingkungan, yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi
dan menanggapi situasi perkembangan lalulintas kapal di wilayah VTS
dengan menggunakan sarana perangkat radio dan elektronika
pelayaran.

2. Stasiun Radio Pantai yang selanjutnya disingkat SROP adalah stasiun

darat dalam dinas bergerak pelayaran.


























































































